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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konsep sebagai patokan dalam
menentukan nafkah wajib suami terhadap istri. Pada praktiknya, ini dilakukan di
masyarakat Kecamatan Kurau yang menunjukkan adanya keterkaitan nilai dan
tanggung jawab nafkah yang perlu ditelaah lebih dalam. Hanya saja perlu telaah
dari tinjauan adat dan hukum Islam, mengingat konsep ini kurang bersesuaian
dengan keadilan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan konsep mahar
sebagai patokan nafkah wajib suami terhadap istri dalam perspektif hukum adat dan
hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum utama yang
digunakan adalah Undang-Undang Perkawinan, KHI dan hukum adat Masyarakat
Kurau. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji praktik aktual di
masyarakat serta mencocokkannya dengan ketentuan fikih Islam dan norma adat
yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari perspektif hukum adat
masyarakat Kurau, mahar dijadikan patokan untuk menentukan besaran nafkah
wajib suami terhadap istri, di mana semakin besar mahar, semakin tinggi pula
standar nafkah yang dituntut; namun, tradisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan,
khususnya bagi suami yang ekonominya terbatas, sehingga tidak dapat dijadikan
hukum. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, mahar dan nafkah memiliki
kedudukan berbeda: mahar adalah hak istri yang diberikan sekali saat akad,
sedangkan nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi secara
berkelanjutan berdasarkan kemampuan finansialnya, tanpa dikaitkan langsung
dengan besarnya mahar, melainkan dengan prinsip keadilan dan kondisi ekonomi
suami.
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